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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

merupakan  “ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Bisa  dikatakan bahwa maksud dari 

perkawinan itu sendiri ialah untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia lahir dan 

batin. Tetapi tidak selamanya tujuan perkawinan tersebut tercapai, salah satu 

penyebabnya adalah adanya salah satu pihak yang melakukan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) terhadap pihak lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang disebut Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.1 

  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara Fisik, Psikologis dan/atau penelantaran Rumah Tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup Rumah Tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 

 
1 Rodiyah dan Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan sanksi Pidananya), Rajawali 

Pers, Depok, 2019, Hlm. 239. 
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(1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.2 Undang-undang ini menetapkan bahwa 

setiap bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang bisa dijerat 

hukum. Arah pembentukan UU No.23 Tahun 2004 tentang   Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merujuk pada dasar tersebut bahwasanya seluruh 

warga negara mempunyai hak diberikan keamanan serta kebebasan pada seluruh jenis 

kekerasan bersesuaian pada falsafah Pancasila dengan UUD 1945.3 

Dalam lingkup Rumah Tangga “Rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan 

dan tidak adanya Diskriminasi” akan lahir dari Rumah Tangga yang utuh dan rukun. 

Dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, 

tenteram, dan damai serta hidup saling menyayangi sehingga diatur baik dalam ajaran 

agama maupun dalam norma sosial dan norma hukum yang berlaku dan khususnya 

bagi masyarakat yang beragama Islam tentunya Al- Qur’an menjadi landasan atau 

pedoman hidup baik dalam bernegara, bermasyarakat maupun di dalam kehidupan 

Rumah Tangga. Keutuhan dan kerukunan Rumah Tangga dapat terganggu jika terdapat 

kekerasan di dalam rumah tersebut yang menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap 

orang yang berada dalam lingkup Rumah Tangga tersebut.4 

 
2 Rostinah Dewi Latif, Ade Darmawan Basri, Sanksi Terhadap Anggota Militer yang 

Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Alauddin Law Development, Vol.4 No.3, 2022, 

Hlm.717. 
3 Moert Hadiati Soersosno, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.1. 
4 Erwin, Abd Rahman, dkk, Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, Jurnal Lex Theory, Vol.5, No.2, 2024,  Hlm.514. 
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Setiap orang dapat berpeluang menjadi pelaku ataupun korban KDRT, dan  

KDRT dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki ataupun Perempuan, dari anak-anak 

sampai orang dewasa. Akan tetapi, sebagian besar korban KDRT adalah kaum 

perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, Maupun berbagai orang dengan tidak 

terordinasi pada rumah tangga disebutkan. Pelaku maupun korban KDRT merupakan 

subjek dengan kepunyaan keterkaitan darah perkawinan perwalian pengasuhan 

persatuan kemudian pihak suami ataupun anak serta pembantu dalam rumah tangga 

tersebut menetap pada area ini. Perihatin pada kasus tersebut senantiasa cenderung 

tidak transparan daripada korban dikarenakan mencatat struktural kebudayaan, agama 

serta hukum yang tidak teredukasi. Semestinya hak lindung dari negara kemudian 

masyarakat mempunyai tujuan dalam pemberian rasa keamanan atas korban untuk 

tindaklanjutan pada pelaku.5 

Faktor pendorong terjadinya KDRT dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga 

(LKBHUWK), penyebab terjadinya KDRT dapat digolongkan menjadi dua faktor, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu menyangkut kepribadian 

dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindakan 

kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar diri si pelaku, mereka yang tidak 

memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan apabila berhadapan 

 
5 H.Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepel Press, 

Yogyakarta, 2021, Hlm.6. 
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dengan situasi yang menimbulkan frustasi. Misalnya kesulitan ekonomi yang 

berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri atau penyalahgunaan obat terlarang.6 

Walaupun  telah diterapkan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Akan tetapi 

maraknya kasus KDRT di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat sipil, 

akan tetapi juga terjadi di Lingkungan Militer. Berdasarkan kenyataan yang ada sudah 

sering terjadi dan banyak sekali kasus Prajurit TNI yang melakukan KDRT. Hadirnya 

UU PKDRT tentu menjadi  harapan besar bagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

anggota TNI dan harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pentingnya 

penghapusan KDRT ini tidak dapat ditawar lagi, mengingat berbagai langkah sudah 

dilakukan salah satunya adalah upaya penyebaran informasi tentang penghapusan 

KDRT. Upaya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga 

memerlukan partisipasi dari masyarakat. Undang-undang tentang PKDRT ini 

diharapkan dapat menjadi harapan besar khususnya bagi perempuan dalam 

menghadapi dan melawan segala bentuk KDRT.7 

Masalah KDRT yang melibatkan Prajurit TNI AD, kasus ini menjadi lebih 

kompleks karena adanya perbedaan sistem hukum sipil dan militer. Prajurit TNI 

sebagai bagian dari Aparatur Negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan dan 

 
6 Fithrie Mehdini Addieningrum, Neri Aslina, dkk, Upaya Penanganan Terhadap Istri Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol.15, No.2, 2020, Hlm.6.  
7 Idham, Puspita Sari, dkk, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif 

Hukum dan Kebiasaan Masyarakat Desa), Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat,  Jurnal Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2020.  
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keamanan Negara, diharapkan memiliki Tingkat Disiplin dan Moralitas yang tinggi. 

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit anggota TNI yang terlibat dalam 

kasus KDRT, yang tentu saja mencederai citra dan kepercayaan masyarakat terhadap 

Institusi Militer.8 

Pendidikan otoriter diberlakukan pada sesi pelatihan kemiliteran memberikan 

pengaruh signifikan atas hidup personil Tentara Nasional Indonesia. Maka demikian, 

hal tersebut atau KDRT akan sangat mudah dilakukan oleh anggota TNI. Kekerasan 

terhadap istri, anak, suami Pada rumah tangga diartikan problematik sosialis dengan 

sangat fundamental. Namun kurang menemui respon atas kemasyarakatan pada 

penegakan hukum dikarenakan berbagai alasan. Pertama, keadaan statistika 

kriminalitas dalam akurasinya. Kedua, tindak kekerasan terhadap istri, anak dan suami 

pada rumah tangga yang mempunyai aksesibilitas private serta sangat terjaga 

keterkaitan diantara Suci kemudian harmonisasi dalam rumah tangga. Ketiga, tindak 

kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai kepala keluarga dan 

seorang pemimpin. Keempat, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi 

dalam lembaga legal yaitu perkawinan.9 

Penegakan hukum (law enforcement) dalam jajaran TNI apabila mengikuti alur 

berpikir criminal justice sistem dilaksanakan oleh sub sistem Pengadilan Militer. 

Penyidik polisi militer mempunyai wewenang dan tugas melakukan penyidikan 

 
8 Chairul Huda, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, 

Hlm.95.  
9 Idham, Novi Puspita Sari, dkk, Op. Cit, Hlm.345. 
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perkara pidana dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan umum. Oditur Militer 

mempunyai tugas wewenang sebagai penuntut umum dalam bidang penyidikan dan 

penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata, melaksanakan penetapan hakim dan 

putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan umum, 

melakukan pemeriksaan tambahan dan penyidikan.10 Hakim pengadilan militer 

mempunyai tugas, wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam 

lingkungan peradilan militer. Pemasyarakatan militer mempunyai tugas dan wewenang 

menyelenggarakan pemasyarakatan militer yang merupakan salah satu usaha yang 

berhubungan dengan kegiatan pembinaan narapidana militer.  

UU PKDRT ini di samping memberikan aturan mencegah serta melindungi atas 

hal memulihkan bagi korban kekerasan pada area rumah tangga, pun turut 

memberlakukan aturan terspesifikasi atas kekerasan dengan kejadian pada area tersebut 

Berdasarkan berbagai unsur tindak pidana yang membedakan terhadap hal yang 

menganiaya berdasarkan aturan pada KUHP.11 Sanksi pidana dalam UU PKDRT 

terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana 

Tambahan.  

 

 
10 Kristopheros Imanuel Mewengkang, Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Oditur Militer dalam 

Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Prajurit TNI, Jurnal Lex Crimen, 

Vol.7 No. 1, 2018, Hlm.152-153. 
11 Peri Umar Farouk, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal 

Resources Coordinator, Jakarta, 2010, Hlm.3. 
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Meskipun sudah dijatuhi pidana penjara, pelaku tindak pidana KDRT bisa saja 

berpotensi untuk mengulangi kembali kesalahan tersebut dan dapat memicu terjadinya 

phobia kepada subjek yang berpotensi memberikan akibat berakhirnya keterkaitan 

pernikahan disebutkan pihak itu mendekat dengan cerai.12 Dalam UU PKDRT No.23 

Tahun 2004 pidana yang dijatuhkan pada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

adalah pidana penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan di dalam Pasal 50 

undang-undang No.23 tahun 2004 dijelaskan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga yaitu :13 

a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari 

korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu 

dari pelaku. 

b. Penetapan pelaku untuk mengikuti Program Konseling di bawah Pengawasan 

Lembaga tertentu. 

Sebagaimana faktanya menurut data Putusan Pengadilan Militer I-04 

Palembang dari 2023 sampai dengan 2024 Seputar memberikan jatuhan hukum 

pemidanaan kurungan saja, tapi pemidanaan secara denda minimal sampai Tiada 

diberikan jatuhan hingga memberikan penambahan pidana yang ditambahkan berjenis 

konseling. Konseling merupakan suatu hak yang diberikan atas pembantuan daripada 

 
12 Aroma Elmina Martha, Ria Hayuna, Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan pada 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.22 No.4, 

2015, Hlm.619.  
13 Ihsan Nasrudiansyah, Adudin Alijaya, Kajian Yuridis Undang – Undang No.23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau berdasarkan Hukum Islam, Jurnal 

Kajian Hukum Islam, Vol.1 No.1, 2023, Hlm.50.  
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personal keahlian maupun sosok yang mempunyai riwayat pelatihan sedemikian 

kemudian paham atas daya psikologis serta mampu memberikan peningkatan pada 

pemecahan problematik.14 Adapun data perkara  tindak pidana KDRT yang dilakukan 

oleh Militer  diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 1 : Data jumlah perkara tindak pidana KDRT di wilayah hukum 

Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2023-2024 

No Tahun Jumlah Perkara Keterangan 

1 2023 6 Perkara BHT ( Berkekuatan Hukum Tetap) 

2 2024 3 perkara Persidangan ( Sedang Diproses) 

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang (data diolah oleh penulis) 

Dapat dijelaskan bahwa Militer yang telah melakukan Tindak Pidana KDRT di 

wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang dari tahun 2023 sampai dengan 

2024 jumlah perkara tindak pidana KDRT di lingkungan TNI berjumlah 9 (Sembilan) 

perkara. Dilihat dari tabel 1 di atas jumlah perkara terbanyak terjadi di tahun 2023 yang 

berjumlah 6 (enam) perkara. 

Mendasari naiknya angka KDRT dibutuhkan pengoptimalisasian pemidanaan 

yang ditambahkan berdasarkan sanksi pemidanaan kewajiban konseling dengan 

mediator berdasarkan lembaga konseling ialah satu diantara usaha untuk memberikan 

perlindungan serta pencegahan agar supaya tindakan tersebut semakin menghilang 

kemudian maksud dari pidana juga Seharusnya merujuk atas atas serta makna 

 
14 Elly Nurhayati, Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2000, Hlm. 2. 
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pembentukan undang-undang. Asas serta maksud disebutkan menggambarkan 

pemberian kehormatan HAM, rasa adil serta penyetaraan gender tidak ada 

diskriminatif serta memberikan perlindungan terhadap subjek. Kemudian 

berkeyakinan dengan tujuan perkawinan, mengharapkan yakni pembentukan keluarga 

dalam rumah tangga mendapati kebahagiaan serta kekekalan berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.15 

Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga (UU PKDRT) selain pelaku dapat dijatuhi pidana maupun denda dan 

sebagaimana dalam pasal 50 UU PKDRT, selain pidana Hakim dapat menjatuhkan 

pidana tambahan. Putusan pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk 

perlindungan bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah 

berkelanjutannya ancaman tindak KDRT.16 Hakim dalam kenyataannya sering kali 

tidak memberikan hak kepada pelaku KDRT untuk dijatuhi pidana tambahan berupa 

penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan tertentu,. 

Hakim sebagai corong undang-undang sering kali tidak mempertimbangkan 

ketentuan yang sudah ada tersebut dan selain itu juga dalam Putusan Pengadilan yang 

dijatuhkan Hakim sering berbeda-beda satu sama lainnya, dapat kita lihat  faktanya 

dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023 

tanggal 13 September 2023. Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan 

 
15 Aroma Elmina Martha, Ria Hayuna, Op. Cit, Hlm.620. 
16 Rita Serena Kolibonso, Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.5 No.3, 2008, Hlm.40-41. 
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undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepada Hakim 

di depan pengadilan termasuk di dalamnya kewenangan untuk menjatuhkan pidana 

penjara kepada pelaku tindak pidana KDRT. Tujuan Hakim tidak hanya untuk 

memberikan hukuman kepada mereka yang terbukti melakukan tindak pidana, tetapi 

juga mendidik agar pelaku dapat menjadi warga negara yang baik serta prajurit yang 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila  dan Sapta  Marga.17 

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis lebih 

lanjut dalam suatu karya ilmiah dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA 

TAMBAHAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM KONSELING DALAM 

TINDAK PIDANA KDRT  YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA 

NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Nur Fadillah Juanda Putri, Mulyati Pawennei, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana KDRT yang dilakukan oleh Anggota TNI, Jurnal Lex Generalis, Vol.3 No.5, 2022, Hlm.1212. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik 

suatu rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD? 

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan untuk mengikuti program 

konseling dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 

dilakukan oleh prajurit TNI AD? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi penerapan pidana terhadap tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh prajurit TNI AD. 

2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana tambahan berupa bimbingan 

konseling bagi prajurit TNI AD yang terbukti melakukan Tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat praktis 

a. Bagi khalayak ramai, diharapkan kajian ini bisa bermanfaat dan memberikan 

wawasan beserta pengenalan bahwa KDRT adalah masalah tindak pidana 

yang bersifat publik, bukan sekedar persoalan pribadi. 
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b. Bagi semua keluarga beserta anggotanya, kajian ini diharapkan agar 

memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum dan peraturan 

perundang-undangan terkait tindak pidana KDRT, beserta hak dan 

kewajibannya. 

c. Bagi pemerintah dan DPR RI, bahan kajian ini diharapkan bisa bermanfaat 

untuk dijadikan masukan dalam rangka penyusunan RUU KUHPM terbaru 

yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT. 

2.  Secara Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Hakim, Ankum, 

Papera dan Dinas Psikologis masing-masing Angkatan, baik Angkatan darat, 

Angkatan Udara, Angkatan Laut mengenai penerapan pidana tambahan untuk 

mengikuti program konseling yang dilakukan oleh prajurit TNI AD. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Cakupan permasalahan mendeskripsikan besarnya ruang lingkup yang diteliti 

kemudian proses perlakuannya. Cakupan permasalahan dirancang guna menyatakan 

ambang area riset secara konvensional dipergunakan dalam penyempitan yang 

dibahas. Dikarenakan perluasan ruang lingkup problematika pada pembahasan, 

maka cakupan tersebut pada masalah utamanya diupayakan melakukan pembatasan 

terhadap ketentuan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) saat ini yang dilakukan oleh prajurit TNI AD. Permasalahan yang kedua 

akan dibahas khususnya mengenai penerapan sanksi pidana tambahan untuk 
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mengikuti program konseling dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh prajurit TNI AD. 

F. Kerangka Teori  

Sebuah kajian teoritis terkait hakikat diartikan sebagai keterkaitan diantara 

dwi faktual maupun lebih, ataupun regulasi faktual berdasarkan langkah spesifik. 

Faktual disebutkan diartikan sebagai sebuah dengan pengamatan lazim secara luas 

pengujiannya dilakukan dengan empiris maka dari hal tersebut bentuk dapat 

disederhanakan. Sebuah kajian teoritis diartikan keterkaitan diantara dua variabel 

maupun yang melebihkan pada pasca uji kebenarannya.18 Sebagai pengkajian 

dalam problematik hukuman dengan detail memerlukan kajian teoritis dalam 

bentuk rangkaian pendapat, konseptual, definitif serta proposisi guna memberikan 

penerangan sebuah kejanggalan sosial sistemik pada langkah memberikan 

rumusan keterkaitan diantara konsep.19 

Menurut Snellbecker, disebutkan definisi teori layaknya sebuah perangkat 

proposisi dengan mengintegrasikan tersimbolit kemudian fungsinya layaknya 

sebagai media dalam peramalan ataupun penjelasan kejanggalan pada saat 

dilakukan riset. Sedangkan menurut Kerlinger mendefinisikan teori sebagai “ A 

theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions 

that present a systematic view of phenomena by specifying relations among 

 
18 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, 

Hlm.30. 
19 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm.19.  
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variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena”. Artinya 

sebuah teori adalah satu set yang saling terikat (konsep), definisi, dan proposisi 

yang menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan 

hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi 

fenomena.20 

Penelitian ini akan mengkaji mengenai teori-teori yang berkaitan  dengan 

permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini terkait dengan 

penerapan sanksi pidana tambahan untuk mengikuti program konseling dalam 

tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD. Berdasarkan konsep 

umum tersebut, untuk mengkajinya penulis menggunakan beberapa teori sebagai 

pisau analisis yang dapat digunakan untuk membedah permasalahan-

permasalahan yang akan dibahas yaitu : 

1.  Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai responsibility atau 

criminal liability. Chairul Huda menyatakan Bahwasanya pidana yang 

dipertanggungjawabkan merupakan hasil dari tanggung jawab seseorang atas 

penindakan pidana diperbuatnya. Atas hal tersebut, berlangsungnya tanggung 

jawab pidana dikarenakan menghasilkan tindak pidana pada perlakuan setiap 

 
20 Nasution bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,  2008, 

Hlm.140. 
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orang. Seseorang tiada mungkin melakukan pertanggungjawaban dalam pidana 

jika dirinya nihil pada perlakuan tindak pidana.21  

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing 

pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal 

responbility”, “criminal liability”. Bahwa Pidana yang dipertanggungjawabkan 

bermaksud guna melakukan penentuan Apakah orang dibalik disangkakan atau 

didakwakan mempunyai hak pertanggungjawaban terhadap sebuah tindak pidana 

pasca terjadinya keputusan tersebut. Dalam hal lain dapat dikatakan Apakah 

orang yang didakwah berpotensi dijatuhkan pidana atau justru diberikan 

pembebasan. Apabila dirinya dipidana, seharusnya kenyataan bahwasanya 

perlakuan tersebut mempunyai sifat perlawanan hukum serta terdakwa 

mempunyai tanggung jawab. Daya tersebut memberikan gambaran rasa salah 

pada tindak pidana dalam bentuk yang disengaja maupun kenihilan. Artinya 

Tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.22 

Menurut Ruslan Saleh, tidak ada maklumatnya pada pertanggungjawaban 

terdakwa terhadap hal yang dibuat jika perbuatan tersebut sifatnya melawan 

hukum kemudian secara lanjutan berpotensi pula dikaitkan bahwasanya lebih 

dahulu seharusnya mendapatkan rasa validasi terkait perlakuan pidana yang 

berlanjut pada seluruh unsur yang disalahkan Semestinya dikaitkan atas 

 
21 Septa Candra, Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang 

akan Datang, Jurnal Cita Hukum, Vol1, No.1, 2013, Hlm.40. 
22 Kanter, Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia grafika, 

Jakarta, 2002, Hlm.54. 
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perlakuan pidana yang diperbuat untuk kemudian mendapati rasa salah sehingga 

memberikan akibat pidananya didakwakan kemudian terdakwah Semestinya :23 

1. Melakukan perbuatan pidana; 

2. Mampu bertanggung jawab; 

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan 

4. Tidak adanya alasan pemaaf. 

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila 

perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang 

yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat 

dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak 

hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur 

kesalahannya.24 

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji mengenai penerapan sanksi 

pidana tambahan untuk mengikuti program konseling di dalam tindak  pidana 

KDRT yang dilakukan oleh Prajurit  TNI AD dikaji menggunakan teori 

pertanggungjawaban pidana karena, teori ini memungkinkan evaluasi 

menyeluruh terhadap niat dan tindakan pelaku, teori ini juga memastikan bahwa 

pelaku bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan memberikan 

 
23 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2007, Hlm.80. 
24 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 153. 
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kesempatan untuk rehabilitasi guna memperbaiki perilaku agar sesuai dengan 

standar moral dan sosial yang berlaku, agar memenuhi prinsip keadilan dan 

tanggung jawab pidana. 

2. Teori Pemidanaan 

Pemidanaan menurut Andi Hamza merupakan suatu penjatuhan pidana 

atau pemberian pidana atau penghukuman yang dalam Bahasa Belanda disebut 

Straftoemeting dan dalam Bahasa Inggris disebut Sentencing. Sehingga 

pemidanaan adalah suatu penjatuhan pidana atau hukuman bagi yang 

melanggar undang-undang.25 

Sistem hukum Eropa Kontinental teori pemidanaan yang lazim dikenal 

adalah teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori 

pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal 

dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu retribusi, teori inkapasitasi, teori 

penangkalan dan teori rehabilitasi.26 

Herbert L. Packer menyatakan dua pandangan konseptual yang masing-

masing mempunyai implikasi moral yang berbeda, yaitu : 

1. Pandangan Retributif (retributive view), menganggap pemidanaan sebagai 

hukuman yang diberikan sebagai respons negatif terhadap perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Pandangan 

 
25 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm. 

21. 
26 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.187. 
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ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang 

dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing  pandangan ini 

lebih berfokus ke belakang.27 

2. Pandangan Utilitarian (utilitarian view), melihat pemidanaan dari sudut 

pandang manfaat atau tujuannya, dengan fokus pada kondisi atau hasil yang 

ingin dicapai melalui hukuman tersebut. Pemidanaan dimaksudkan untuk 

memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pada pihak lain 

pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari 

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini berorientasi 

ke depan sekaligus bersifat pencegahan.28 

Dalam tulisan ini, penulis juga akan membahas mengenai sarana penal 

yang diterapkan di Indonesia saat ini, dengan fokus khusus pada penerapan 

sanksi sebagai salah satu faktor penting dalam penegakan hukum, terutama 

terkait dengan penerapan sanksi pidana tambahan untuk mengikuti program 

konseling bagi pelaku tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). 

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji tersebut, penulis 

menggunakan teori pemidanaan ini karena, Kajian teoritis disebutkan 

mendistribusikan pernyataan bahwasanya menjatuhkan pemidanaan seolah-

 
27 Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Jurnal 

Mimbar Hukum, Vol.21, No.1, 2009, Hlm.100-101. 
28 Juhaya S.Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 

2011, Hlm.190.  
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olah dikarenakan seorang sudah melewati satu kejahatan maupun tidak pidana. 

Pemidanaan diakibatkan secara konsekuensi semestinya layaknya sebuah misi 

balas terhadap seseorang pasca memberlakukan kejahatan. Sementara secara 

fundamental yang dibenarkan pada menjatuhkan pemidanaan tersebut 

diletakkan terhadap wujud daripada kejahatan tersendiri, dikarenakan 

pemidanaan memiliki fungsional dalam melakukan kehilangan kejahatan 

disebutkan. Berdasarkan teoritis disebutkan hukum yang memberikan 

penjatuhan layaknya hak balas atas subjek dikarenakan sudah melakukan 

kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota 

masyarakat.29  

G. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Penelitian Hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan 

Hukum yaitu penelitian hukum yuridis Normatif , yang artinya “penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah yang 

dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder.”30 

Menurut Mukti ND dan Yulianto Achmad pengertian dari penelitian 

hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem 

 
29 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar  Grafika, Jakarta, 2012,  Hlm.4.  
30 Soerjono, H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 

56. 
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norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma,  kaidah 

dari peraturan perundang-undangan, putusan  pengadilan, perjanjian serta 

doktrin (ajaran).31 

   Maka dari itu jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi 

ini adalah Yuridis Normatif, karena meneliti ketentuan mengenai penjatuhan 

hukuman terhadap Prajurit TNI yang melakukan perbuatan tindak pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di samping itu penelitian ini 

ditunjang pula dengan wawancara/observasi. 

2. Pendekatan penelitian  

Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa 

pendekatan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Pendekatan Undang- Undang (Statute Approach) 

Satu diantara hal yang diadopsi terkait perlakuan yang mengelola 

berdasarkan langkah penelaahan serta pelajaran secara universal dalam UU 

dan regulasi memiliki keterkaitan pada isu hukum yang tengah dibahas. 

Pengadopsian uu mendistribusikan potensi bagi penulis pada usaha 

melakukan pengkajian terdapat hal yang sifatnya korelatif kemudian 

bersesuaian diantara regulasi.32 

 

 
31 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan 

1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm.24.  
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2005, Hlm.133-

134. 
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2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang 

berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam kasus ini akan dianalisis 

berupa fenomena yang telah mendapatkan Keputusan pengadilan yang 

bersifat berkekuatan hukum tetap. Terutama mengkaji putusan suatu 

pertimbangan Majelis Hakim yang telah final dan digunakan sebagai 

pendukung argumentasi dalam memecahkan permasalahan.33 

3. Sumber bahan Hukum Penelitian 

Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu :  

a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3. Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana Militer (KUHPM) 

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer 

6. Putusan No.85/K.PM.I-04/AD/VII/2023 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder  yang digunakan penulis dalam 

 
33 Ibid, Hlm.12 
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penulisan skripsi ini  terdiri dari buku mengenai Ilmu Hukum atau jurnal 

hukum, wawancara dengan Narasumber seorang ahli hukum  untuk 

memperluas wawasan penulis dalam penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pendukung 

bahan primer dan sekunder seperti : 

1. Kamus Hukum; 

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

3. Ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni 

menggunakan Teknik kepustakaan ( Library research). Teknik ini melibatkan 

pengelolaan data dengan cara menginventarisasi dan mempelajari bahan 

pustaka yang relevan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, sumber-sumber 

perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.34 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Pengelolaan data penelitian ini secara “kualitatif” yaitu dengan cara 

menganalisa, mengumpulkan dan perumusan data yang berasal dari sumber 

data seperti Putusan Hakim, Undang - Undang ataupun lisan seperti wawancara 

dengan pihak-pihak yang berkompeten terkait dengan judul sehingga 

 
34 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Nasional, Jakarta, 2004, Hlm. 

2-3. 
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diharapkan bisa menghasilkan data Deskriptif yang bisa menjelaskan mengapa 

pidana penjara sering diterapkan.  

6. Teknik penarikan kesimpulan  

Metode penarikan kesimpulan yang akan penulis lakukan yaitu secara 

deduktif yang merupakan suatu kemampuan berpikir yang didasarkan pada 

hal yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat 

khusus.35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004, Hlm.25. 
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